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Inovasi-inovasi Pendidikan di 
Daerah



Temuan Studi



Temuan #1

• Faktor Pendorong Inovasi
1. Respons pemangku kepentingan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat
2. Inovasi pendidikan bisa muncul dari masyarakat (bottom-up) atau dari inisiatif pemda/Dinas Pendidikan 

(top-down)
3. Dukungan alokasi anggaran untuk pengembangan dan pelaksanaan inovasi

• Tanggapan
1. Pemerintah pusat harus membuat kebijakan yang memungkinkan munculnya inovasi di daerah
2. Elemen masyarakat harus diperkuat agar dapat lebih mendorong inovasi, misalnya peningkatan peran komite

sekolah
3. Dapat didukung adanya reward baik dalam bentuk fiskal, penghargaan, maupun bentuk lainnya bagi daerah-

daerah yang melakukan inovasi di bidang pendidikan



Temuan #2

• Tantangan Implementasi
1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

2. Budaya patuh para pemangku Pendidikan (Bjork 
2004) › Lemahnya partisipasi masyarakat

3. Politik lokal yang kebijakannya berfokus pada 
peningkatan kualitas tidak popular

• Tanggapan

1. Edukasi masyarakat terutama orangtua murid 
atas hak-hak dalam memperoleh pendidikan
berkualitas

2. Sosialisasikan manfaat dari program-program 
intangible 

3. Perlu environment dunia pendidikan yang 
mendukung munculnya bibit-bibit inovasi



Temuan #3

• Key Takeaways Penelitian
1. Para pengambil kebijakan di daerah diharapkan untuk

lebih memprioritaskan perbaikan mutu pendidikan, 
bukan peningkatan anggaran semata

2. Pemda perlu menjalankan inovasi pendidikan yang 
melibatkan peran aktif masyarakat

3. Pemerintah pusat perlu memetakan daerah yang 
perlu bantuan ekstra agar dapat memfokuskan
kebijakan pada peningkatan kualitas pembelajaran

• Tanggapan
1. Harus ada penerapan insentif berbasis performa, baik

di tingkat guru, sekolah, maupun pemda
2. Performa dapat diukur dengan standar-standar yang 

akuntabel, misalnya melalui AKM
3. Key takeaway ketiga seharusnya dapat dilaksanakan

dengan adanya AKM, karena dapat spesifik ditentukan
bantuan dalam hal apa yang dibutuhkan daerah
tertentu

4. Perlu adanya otonomi lebih di tingkat sekolah agar 
kepsek/guru tidak takut dianggap melanggar aturan
karena berinovasi



Peran Komisi X DPR RI dalam Pembuatan Kebijakan

PengawasanAnggaranLegislasi

1. Legislasi dapat dibuat secara tidak kaku, sehingga memungkinkan daerah melakukan inovasi
2. Dapat dirancang insentif anggaran bagi mereka yang melakukan inovasi
3. Pengawasan dilakukan dengan menyuarakan aspirasi masyarakat dan temuan-temuan di lapangan kepada

pemerintah agar praktik-praktik pendidikan dapat lebih kolaboratif dan inovatif



Pengejawantahan 
Kebijakan 

Pendidikan di 
Daerah Setelah 
Desentralisasi 

Pendidikan 

• Apa upaya yang diharapkan dari pemerintah daerah dalam merespons
kesempatan? 

o Agar pandai melihat peluang dalam peningkatan kualitas pembelajaran di 
daerah

o Mau melibatkan berbagai stakeholder dalam upaya peningkatan kualitas
pendidikan

o Tidak segan dalam meminta masukan dan evaluasi dari masyarakat
o Aktif mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Misalnya, dengan melihat best practice di daerah lain
o Mampu berpikir out of the box dalam menjawab tantangan yang ada. Misal, 

jika APBD terbatas dapat mencari bantuan CSR perusahaan, donor, atau
LSM

• Apa tantangan perumusan kebijakan pendidikan di era desentralisasi? 
o Bagaimana membuat kebijakan yang tidak one size fits all tapi berkeadilan. 

Contoh kasus : Dana BOS majemuk
o Bagaimana mencari keseimbangan antara pencapaian target-target nasional

dengan pemberian fleksibilitas bagi pemda dengan kondisi daerah yang 
beragam

o Bagaimana membuat kebijakan terpusat yang applicable dan dapat
diturunkan oleh daerah, termasuk dukungan implementasi dari sisi
anggaran dan lain-lain

o Bagaimana menjalin kesepahaman antara visi pemerintah pusat dan daerah
o Bagaimana meminimalisir terjadinya asimetri informasi
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